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LATAR BELAKANG

￭Pasal 29 UUD NRI TAHUN 1945

￭Dibentuk Pada Tahun 2014 diubah pada 

tahun 2020 

￭Sifat Mandatory

￭Program Legislasi Nasional  long list  

2020-2024  nomor urut 28

Fungsi Pengawasan DPR

￭Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) 

UU MD3

￭Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) 

Tatib DPR



1.Apakah materi muatan dalam UU Jaminan Produk Halal yang ditinjau dari aspek

substansi hukum, struktur hukum,  sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih

memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 

pada saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya

dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang

dimaksud.

2.Sejauhmana efektivitas UU Jaminan Produk Halal digunakan sebagai dasar hukum

dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi

kelembagaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia guna mewujudkan

tujuan dari dibentuknya UU ini?

3. Apakah UU Jaminan Produk Halal ditinjau dari substansi maupun implementasinya

sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

PERMASALAHAN 



M E T O D E  P E M A N T A U A N

￭Y U R I D I S  N O R M AT I F

￭Y U R I D I S  E M P I R I S



￭Akad em i s i Fa k u l ta s H u k um UPN Vete r a n

Ja k a r ta

￭BPJPH

￭LPPOM-MUI

￭D i r. S ta n d a r i s a s i B POM

￭LPH - Ha l a l a n T h ayy i b a n Mu hammad i ya h

￭D i r. Pe n g emba n g a n E k s p o r Na s i o n a l K emend a g

￭GAPMMI

￭KNEKS

S T A K E H O L D E R  P U S A T



STAKEHOLDER DAERAH

⚬Akademisi Fakultas Peternakan UGM

⚬BBPOM di Yogyakarta

⚬LPH-UIN Sunan Kalijaga

⚬Satgas Halal Kanwil Kemenag DIY 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

⚬Akademisi Fakultas Hukum UIR

⚬BBPOM di Pekanbaru

⚬LPH-BSPJI Pekanbaru

⚬Kemenag Kab. Kampar

RIAU



￭Aspek Substansi Hukum

￭Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

￭Aspek Sarana dan Prasarana

￭Aspek Budaya Hukum

￭Aspek Pengarusutamaan Pancasila

A S P E K  P E M A N T U A N  



S U B S T A N S I  H U K U M  



Pasal 1 angka 1 UU JPH definisi produk adalah barang dan/ jasa yang terkait dengan makanan, minuman,

obat, kosmestik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Implementasi, terdapat ketidakjelasan "produk

rekayasa genetik, jasa, dan barang gunaan" putusan nomor 31P/HUM/2022 terkait vaksin sehingga secara

empiris masih menimbulkan multitafsir bagi pelaku usaha untuk mensertifikasi produk halal. Pengaturan

lampiran UU PPP definisi tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan

jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
Perubahan Pasal 1 tentang perumusan 

definisi sesuai ketentuan dalam lampiran 

UU PPP serta agar memenuhi asas 

kejelasan rumusan 

A S P E K  S U B S T A N S I  H U K U M

KETIDAKJELASAN DEFINISI PRODUK

REKOMENDASI



Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal belum mengkaomodir

pengaturan terkait standar halal dalam suatu proses sertifikasi

produk melainkan dalam implementasinya LPH mempunyai

standard halal berbeda satu dan laiinya. Hal tersebut berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya yang

juga berdampak pada kurang optimalnya tujuan penyelenggaraan

jaminan produk halal.

Perubahan dalam Pasal 4 UU Jaminan

Produk Halal dengan penambahan

ayat yang mengakomodir frasa

"standar halal" dengan

mengamanatkan peraturan

pelaksana

A S P E K  S U B S T A N S I  H U K U M

BELUM TERAKOMODIRNYA STANDAR HALAL TERHADAP PRODUK

YANG BEREDAR DI INDONESIA DALAM PASAL 4 UU JAMINAN

PRODUK HALAL REKOMENDASI



Pengaturan lebih lanjut terkait

halal self declare dengan

mendelegasikan peraturan

pelaksana sebagai mekanisme

halal self declare

Hingga saat in i t idak terdapat peraturan leb ih lan jut

mengena i ha la l se lf dec lare sebaga imana d iatur da lam

Pasa l 4A UU Jaminan Produk Ha la l tersebut,

Imp lementas i terdapat Keputusan Kepa la BPJPH nomor

57 tahun 2022 s ifat Keputusan "Besch ikk ing “ (konkr it,

i nd iv idua l dan f ina l UU Admin istras i Pemer intahan jo . UU

Peratun) seh ingga berpotens i men imbu lkan

kerancuan/ket idakpast ian hukum, imp lementas i ha la l se lf

dec lare mas ih menge jar secara kuant itas bukan secara

kua l i tas seh ingga dapat merusak kepercayaan

masyrakat terka it kua l i tas sert if ikas i ha la l .

BELUM ADANYA PENGATURAN LEBIH LANJUT TERKAIT HALAL

SELF DECLARE DALAM PASAL 4A UU JAMINAN PRODUK HALAL

REKOMENDASI

A S P E K  S U B S T A N S I  H U K U M



Dalam pelaksanaannya BPJPH belum memiliki perwakilan di 

daerah hingga saat ini, sehingga fungsi dari BPJPH belum

dapat berjalan optimal, salah satu faktor belum adanya

perwakilan BPJPH di daerah adalah frasa “Dalam hal

diperlukan dan dapat”, bersifat fakultatif yang ditentukan

dalam Pasal 5 ayat (4) UU Jaminan Produk Halal sehingga

berpotensi menghambat koordinasi antara LPH maupun

lembaga lain dengan BPJPH dalam rangka penyelenggaraan

jaminan produk halal dikarenakan BPJPH yang hanya

berada di pusat.

Perubahan terhadap frasa 

“Dalam hal diperlukan dan dapat” 

dalam Pasal 5 ayat (4) UU 

Jaminan Produk Halal

FRASA “DALAM HAL DIPERLUKAN DAN DAPAT”

DALAM PASAL 5 AYAT (4) UU JAMINAN PRODUK

HALAL

REKOMENDASI

A S P E K  S U B S T A N S I  H U K U M  



Terdapat kekosongan hukum dalam UU Jaminan

Produk Halal terkait belum adanya pengaturan sanksi

untuk pemalsuan Sertifikat Halal dan Label Halal

padahal secara empiris , telah terjadi beberapa kasus

pemalsuan Sertifikat Halal dan/atau Label Halal .

Dalam permasalahan tersebut sanksi pidana

merupakan salah satu alat untuk mengembalikan

keadaan pada keadaan semula ketika telah terjadi

pelanggaran sekaligus sebagai alat preventif bagi

pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi

perbuatan yang sama.

penambahan pengaturan

rumusan tindak pidana serta

bentuk sanksi pidana bagi

subjek hukum yang memalsukan

Sertifikat Halal dan/atau Label

Halal

A S P E K  S U B S T A N S I  H U K U M

BELUM ADANYA PENGATURAN SANKSI PIDANA UNTUK

PEMALSUAN SERTIFIKAT DAN/ATAU LABEL HALAL
REKOMENDASI



A S P E K  S U B S T A N S I  H U K U M

Harmonisasi pengaturan terkait

kewenangan pengawasan JPH

dalam Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan

Produk Halal dengan Pasal 95 ayat

(1) UU Pangan.

Pasa l 95 ayat ( 1) UU Pangan mengatur bahwa pengawasan

terhadap produk ha la l d i lakukan o leh Pemer intah dan

Pemer intah Daerah . Namun , Pasa l 5 1 ayat ( 1 ) UU Jaminan

Produk Ha la l hanya menentukan bahwa pengawasan

terhadap penye lenggaraan jaminan produk ha la l d i lakukan

o leh BPJPH dan Kementer ian dan/atau Lembaga terka it

tanpa adanya pengaturan pengawasan o leh Pemer intah

Daerah seh ingga men imbu lkan mu lt itafs ir dan

ket idakpast ian hukum terhadap kewenangan Pemer intah

Daerah da lam penye lenggaraan Jaminan Produk Ha la l d i

Indones ia .

PERBEDAAN PENGATURAN TERKAIT KEWENANGAN

PENGAWASAN ANTARA UU JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN UU PANGAN
REKOMENDASI



A S P E K  S U B S T A N S I  H U K U M  

Dalam Pasal 1 Angka 14 UU Perdagangan, menyebutkan “Setiap orang 

perseorangan warga negara Indonesia, …”. Namun, dalam Pasal 1 Angka 12 

UU Jaminan Produk Halal menyebutkan “Orang Perseorangan”. Dengan 

demikian, dalam UU Perdagangan unsur “perseorangan” lebih dikhususkan 

hanya warga negara Indonesia. Oleh karena itu, rumusan definisi Pelaku 

Usaha dalam UU Jaminan Produk Halal berpotensi multitafsir pada 

tataran implementasinya serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi kedudukan orang perseorangan WNA yang melakukan 

kegiatan perdangangan di wilayah Indonesia.

Harmonisasi pengaturan terkait 

rumusan definsi Pelaku Usaha 

dalam Pasal 1 angka 12 UU Jaminan 

Produk halal dengan Pasal 1 angka 

14 UU Perdangangan

PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU JAMINAN PRODUK

HALAL DENGAN UU PERDAGANGAN

REKOMENDASI



Harmonisasi pengaturan terkait 

kewenangan pengawasan JPH 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan 

Produk halal dengan Pasal 58 ayat 

(1) UU Peternakan dan Kesehatan 

Hewan

A S P E K  S U B S T A N S I  H U K U M  

Terdapat perbedaan pengatuan terkait kewenangan pengawasan

dalam pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal dengan Pasal 58 

ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ini

khususnya pegawasan terhadap produk hewan. UU Peternakan dan 

Kesehetan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah ikut serta

dalam pengawasan produk hewan namun dalam UU Jaminan

Produk Halal hanya mengamantkan BPJPH dan lembaga dan/atau

kementrian terkait dalam pengawasan JPH di daerah, hal ini dapat

menimbulkan multitafsir dan tidak efektif dalam pelaksanaannya. 

PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UU JAMINAN

PRODUK HALAL DENGAN UU PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN REKOMENDASI



S T R U K T U R  

H U K U M / K E L E M B A G A A N  





Permasalahan dalam pemenuhan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Jaminan

Produk Halal yaitu sebagai berikut:

• Bahan baku dalam sektor hulu banyak yang belum

disertifikasi halal.

• Belum terdapat BPJPH di daerah, sentrallistik di pusat.

• Belum ada peraturan (regelling) terkait standar halal.

• Tidak dilibatkanya LPH dalam sidang fatwa MUI. 

Secara empiris, akibat dari permasalahan di atas menimbukan

belum optimalnya kewajiban halal (asas efektifitas dan

efisiensi) dikarnakan tidak terpenuhinya jangka waktu

sertifikasi halal.

Konsep halal by design yaitu perbaikan

secara komprehensif dimulai dari

Pertama, perlu adanya pengaturan

terkait standar halal. Kedua, perlu adanya

penguatan kewajiban sertifikasi halal dari

sektor hulu. Ketiga, perlu adanya

sinergitas antara LPH di seluruh

Indonesia dalam memeriksa produk halal

dan kerjasama yang optimal antara

BPJPH, MUI, LPH serta Lembaga dan

Kementerian terkait dalam

penyelenggaraan JPH

A S P E K  S T R U K T U R  

H U K U M / K E L E M B A G A A N

BELUM OPTIMALNYA PEMENUHAN ASAS DAN TUJUAN

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL
REKOMENDASI





Dalam Pasal 46 UU Jaminan Produk Halal mengatur mengenai

kerjasama Internasional, MRA sebagai suatu instrumen dalam

perdagangan bebas memainkan peranan penting dalam pengembangan

kerja sama internasional jaminan produk halal. MRA membuka peluang

Indonesia untuk percepatan ekspor produk halal dan menjadi pemain

dalam pasar halal global bukan hanya sebagai konsumen. Namun,

sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum melakukan MRA terkait

JPH sehingga bahan baku mentah yang diimpor dari negara pengirim

tetap harus dilakukan sertifikasi halal ketika sampai di Indonesia serta

sulitnya sertifikat halal terhadap suatu produk dari BPJPH diterima di

beberapa negara.

Sinergi antara BPJPH dengan

Kementerian dan/atau Lembaga

terkait dan pembentukan Atase

Halal untuk. memulai MRA sebagai

suatu langkah bagi Indonesia

sebagai pengembangan kerjasama

internasional dalam JPH

A S P E K  S T R U K T U R  

H U K U M / K E L E M B A G A A N

B E L U M A D A N YA M U T U A L R E C O G I N I T I O N A R R A N G M E N T

( M R A ) D A L A M P E N Y E L E N G G A R A A N J P H

REKOMENDASI



Belum adanya perwakilan BPJPH di daerah, sampai

saat ini penghubung BPJPH di daerah hanya berupa

Satgas Halal yang menjalankan tugasnya hanya

sebagai tugas tambahan. Selain itu, minimnya

kolaborasi dan kordinasi antara BPJPH dengan

Kementrian dan/atau Lembaga terkait dalam hal

pengawasan. Secara empiris, masih ditemukan Pelaku

Usaha yang mengubah komposisi produk namun tidak

melaporkan perubahan komposisi tersebut sehingga

berpotensi terdapat unsur haram.

BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN YANG DILAKUKAN BPJPH

DENGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT LAINNYA

TERHADAP PRODUK HALAL

REKOMENDASI

A S P E K  S T R U K T U R  

H U K U M / K E L E M B A G A A N  

Perlu optimalisasi koordinasi dan

kolaborasi terkait pengawasan, terhadap

produk halal oleh BPJPH denga

Kementrian dan/atau Lembaga terkait,

serta perlunya jabatan khusus pada

BPJPH sebagai pengawas produk halal di

daerah



S A R A N A  D A N

P R A S A R A N A  



Pada saat ini jumlah keberadaan LPH di Indonesia

masih minim. Hingga saat ini baru terdapat 11 (sebelas)

LPH yang terakreditasi BPJPH. Namun jumlah LPH

tersebut tidak proporsional dengan kebutuhan

sertifikasi halal pada saat ini. Sehingga menyebabkan

terhambatnya pelaksanaan sertifikasi halal seperti

yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 UU Jaminan

Produk Halal.

Pemerintah perlu memberikan

dukungan fasilitas pendirian LPH

yang berkualitas pada setiap

daerah di Indonesia

A S P E K  S A R A N A  D A N  P R A S A R A N A

M I N I M N YA J U M L A H L P H D I I N D O N E S I A

REKOMENDASI



Perlu perbaikan sistem apalikasi 

SiHalal

Saat in i BPJPH te lah mempunya i s istem layanan

penye lenggaraan JPH menggunakan layanan berbas is

e lektron ik yang ter integras i sebaga i penun jang

sert if i kas i produk Ha la l dengan nama ap l i kas i

S iHa la l , akan tetap i da lam Impe lementas inya ap l i kas i

tersebut mas ih be lum opt ima l seh ingga t ime l ine

sert if i kas i ha la l be lum sesua i sebaga imana ketentuan

UU Jaminan Produk Ha la l jo . Peraturan Pemer intah

Nomor 39 Tahun 202 1 tentang Penye lenggaraan

B idang Jaminan Produk Ha la l (PP 39/202 1) serta

merug ikan pe laku usaha .

BELUM OPTIMALNYA APLIKASI PENUNJANG SERTIFIKAT 

HALAL
REKOMENDASI

A S P E K  S A R A N A  D A N  P R A S A R A N A  



Saat ini jumlah auditor halal baik di pusat maupun di daerah tidak 

proporsional (minim) dengan banyaknya jumlah produk yang 

harus dilakukan sertifikasi halal sehingga berakibat terhadap 

lamanya proses pemeriksaan kehalalan produk dikarenakan 

keterbatasan jumlah auditor halal yang juga berdampak terhadap 

penerbitan sertifikat halal dan label halal. Selain itu, hal tersebut 

juga dapat berdampak pada terhambatnya pelaku usaha untuk 

menjual produknya sehingga menyebabkan kerugian terhadap 

pelaku usaha, dengan demikian penyelenggaraan jaminan produk 

halal tidak dapat berjalan optimal.

Melakukan berbagai rekrutmen 

auditor halal yang berkompeten 

di seluruh wilayah Indonesia guna 

tercapainya proposionalitas 

antara jumlah produk dengan 

jumlah auditor

MINIMNYA JUMLAH AUDITOR HALAL

REKOMENDASI

A S P E K  S A R A N A  D A N  

P R A S A R A N A  



B U D A Y A  

H U K U M



Pemahaman masyarakat (konsumen) terkait 

produk non-halal masih sebatas hanya yang 

mengandung daging babi saja, minimnya 

informasi terkait sertifikasi halal bagi pelaku 

usaha serta pelaku usaha masih belum siap 

menjalankan halal mandatory.

Perlu sosialisasi kepada masyarakat

(pelaku usaha dan konsuman) oleh

BPJPH terkait keberadaan UU

Jaminan Produk Halal serta

memberikan penghargaan kepada

masyarakat yang telah berperan

dalam penyelenggaraan JPH

A S P E K B U D A Y A  H U K U M

MINIMNYA PERAN SERTA MASYARAKAT

REKOMENDASI



1. Belum terakomodirnya asas prinsip syariah dalam Pasal 2 

UU Jaminan Produk Halal, maka bertentangan secara

historis lahirnya UU Jaminan Produk Halal.

2. Dihilangkannya Pasal 48 UU Jaminan Produk Halal  jo. UU 

Cipta Kerja mengenai sanksi administratif berdampak pada 

pembiaran produk non halal beredar, hal ini bertentangan

dengan indikator nilai Pancasila terhadap sila-2.

Perlu pencantuman asas prinsip

syariah dalam Pasal 2 UU Jaminan

Produk Halal.

A S P E K P E N G A R U S U T A M A A N  

P A N C A S I L A

REKOMENDASI



￭ Materi muatan dalam UU Jaminan Produk Halal belum

memadai dan belum efektif untuk digunakan sebagai dasar

hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk

Halal.

￭Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap isi

materi muatan dalam pengaturan penyelenggaraan Jaminan

Produk Halal.  

K E S I M P U L A N


